
!
l:r

,i::'t;i\
i:1

lluPA'l'l K,q,Ro
I]IIOVIN$I 5itIh,I.{TERA UI'ARA

Pfu]ITA'IU IIAN tsUFATI I{ARO
NOMOIT T4 TAHUN ?O]9

?[NTANCI

PERUBT\HAN ATAS PSRATURAN BUPATI NOMOR Oi TAHUN 2017 TENTAFIG

PEI,IMPAIIAN I{I*WHNANGAN tsUPATI KARO A'TAS PELAYANAN PERIZINA}'I DAN

NON PERIZINAN KEFADA DINAS PINANAMAN MODAL DAN PE:,AYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KAI?O

DEN(}AN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA

BUPATI KARO,

Nleniml:ang: a. bahwa Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan

Periainan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanarnan Modai

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo'

perlu disempuritakan untuk meningkatkan pelaya.tlan perizinan

dan non perizinan:,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tefitang
pelimpafuan Kewenangan Bupati Karo atas Petrayanan Perizinan

Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan

Felayanan Ferizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Karol

&tengingat Undang-Undang Nomor ? Drt ?ahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonorn Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan

Daerah Propinsi sumatera utara {tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1092];

Undang-undang lrlomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Femerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2o04 Nomor 126, Tambahan

lemlraran l{egara Republik Indonesia Nomor aa38};

undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah {lembaran Negara R.epub}ik Indonesia Tatrun 2$14

Namor 244, Tarnbahan tembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 558?) sebagaimana telatr diubah beberapa kaii terakhir

dengan Undang- Undang Nomor q Tahun 2015 tentang

Peruhahan Keriua atas undang,undang Nomor 23 Tahr:n 2014

tentang Pemerintahan Daerah ilembaran Neg*ra Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 5679)l

4.Undang Undang '-'

2.
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ulrttang-unrlilng Nornor" 2s 'lahun 2t)os rentang pelayanan
Publil< {L*'mlraran Negara Republik Incrorresia Tahun 20og Ncmor
l12, Tanrbalu"ur l,embarnn Negara Repubrik Indoneeia l{ornor
503S):

Untlang-Urrdang Nomor 28 Tahun Z00g tentang palak Daerah
d+rt'l Retibrrsi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130. 'Iambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nom*r 50ag);

Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun ?0lB tentang Felal,'anan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara slektronik {l-embaran
Negara Repui:lik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Z4I!;

Peraturan Pemerintah lrlomor 18 Tahun 2o16 tentang Perangkat
Daerah {I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik trndonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2A1"4 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan ?erpadu Satu pintu {l,ernbaran
Itlegara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 221):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun ZOOB tentang
Pedornan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Ferizinan
Terpad.u di Daerahl

Feraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Fembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
{Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2A16 Nornor 0S_

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03ll

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR Oi ?AHUN 2017 TENTANG PEI,IMPAHAN
KEWENANGAN BUPATI KARO ATAS PELAYANAN PERIZINAN
DAN NOI{ PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
IfAN PELAYANAN PERIZINAN ?ERFADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat {1} Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Pelirnpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Penainan dan Non Feriainan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satr"r Pintu
Kabupaten Karo {L*mbaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 201? Nomor 01i
dir:irah sehingga Pasal 3 berbunyr sebagai berikut :

9.
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PELIMPA}-IAN KEWENAI{$AN

Pasal 3

{li Kewenangan yang r}ilin:pahkan kepacla DPfvl-P'I'SP arialah kervenangan
Perieinan Dan Non Ferizinan yang terdiri :

IJRUSANNO' pAN,tnntNrAH*I'J PERIZINAN DAN NON PERIZ,FIAN

1 Pendidikan - 
a tztn Operasional pAUD

' b.lzrn Operasional SD, , c.Izin Operasional $Mp

Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan:

l. Izin Praktik Dokter

2" Izin Praktik Dokter Cigi

3. Iain Ke{a Dokter Gigi

i 4, Izin Praktik Bidan

5, Izin Praktik Ferawat

i 6. Izin Kerja Perawat

i 7. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
i S. Isin Praktik Apoteker

I 1. train Praktik Ahli Tekhnologl labratorium
Medik

12.lzin Praktik ?enaga Tekhnis Kefarmasian 
l

l3.lzin Praktik Tenaga Ciai 
l

14. trzin Kerja Tenaga Giai

15.lzin Praktik Penata Anastesi

16. Iain Ke{a 0ptornetris

1?" Izin Praktik Elektromedis 
i

iS.lzin Praktik Okupasi Terapis 
i

19.Izin Kerja Okupasi Terapis i

20.lzin Praktik Terapis Wicara

Zl.lzin Kerja Terapis Wicara

22. IzinKe$a Perawat Anastesi

2l,lzir HeSa Radiogra-fe. 
'
:

24,La*t Praktik Tekhnisi Kartliovascutrar 
i

25.Izin Prakilk Ortotis Prostetis 
l

26.Inn Kerja Ortotis Prostetjs 
i

27.Izin ?ukang GiSi

i 3O. Izin Mendirikan Klinik Umura Pratama
r Khusus Rersalin

31. lzin Penyelenggaraarl ...



31. lzin Pen-velenggaraan Klinik Pratama
Khusus Bersalin

32. Iuin Mendirikan Kiinik Fratarna Khuslts
cis

33.lzin Operasional Klinik Pratama hi.husus
Gigt

3.1. Izin Mendirikan Klinik Pratama Kccantikan
Estetika

35. tzin Operasional Klinik Pratama
Kecantikan Estetika

36.lsin Mendirik*n Klinik Umum Utama

37.lzin Operasional Kiinik Umum Utarna

38. lsin Mendirikan Klinik Utama Khusus Gigi

39, lzin Operasional Klinik Utama Khusus Cigi

40. kin Mendirikan Ktinik Utama Khusus
Kulit dan Kelamin

41.lzin Op*ra*ional Klinik Utama Khusus
Kulit dan Kelamin

42.Izin Mendirikan K1inik Utarna Khusus
Telinga Hidung dan Tenggarokan

43, {zin Operasional Klinik Utarna Khusus
Telinga Hidung dan ?enggorokan

44.la.n Mendirikan Klinik Utama Khusus
Mata

45 lzin Operasional Klinik Utarna Khusus
Mata

46.Izin Mendirikan Ktinik Utama Khu*us
Geriatri

47.lain Operasional Kiinik Utarna Khusus
0eriatri

48, lzin Operasional Puskesrnas

49.lain Penyelenggaraan Pelayanan Medik
Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri
Kesehatan

b.lzin Bagi Pelayanan Medik Spesialis iftujukan):
1. Izin Praktik Dokter Spesialis

2. Izin Penyelenggaraen Klinik Spesialis

3. Izin Instalasi Klinik
4. kin Radiologi

5. Izin fulendirikan Rurnah Sakit Umum

6. Izin Operasional Rumah Sakit Umurn

7. Iain Mendirikan Rumah Sakit Khusus

8. Izin Opera*ional Rumah Sakit Khusus

9. Izin Instalasi Rumah Sakit

-10,:1I" 
B-an\ [arah Rumah $akit {$DRSi

i 1. Izin Unit Transibsi



3.
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, Dan Penataan
i Ruang

i Perumahan RakEat
Dan Kawasan
Pemukiman

,"5-

I 1. Izin Unit Transfr,rsi Darah (UTD)

t2.lzin Haemodialiea

1 3. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecaxtikan
14.lzin Rehatrilitasi Medis Pecandu.

Penyalahguna dan Horban
Penyalahgunaan Narkotika

15.Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik
Spesialis Lain Yang Ditetapkan OI*h
Menteri Kesehatan.

c.Izirt Bagi Pelatanan Medik Penunjang:

1. Izin Apotek

2" Izin ?oko Obat

3" Izin Penyelenggaraan Laboratarium Medis
{ la.boratori um Klinik}

4. lzir. Penyelenggaraan la.boratorium
Kesehatan

5, Izin Penyelenggaraan l,aboratoriurn Gigi

6. Iein Praktik Fisroterapis

7. Izin Kerja Fisioterapis

8. Izin Kerja Nutrisianis {Ahli Ciui}

9. lzin Kerja Refraksionis Optisien {ROi

10 lzin Penyelenggaraan Optikal
1 1. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik

Penunjang lx.in Yang Ditetapkan Oleh
Menteri Kesehatan

d.Izin Bagi Felayanan Makanan Dan Minunran :

I " $ertifikat Laik Higiene $anitasi Jasaboga

2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Ruma-h
Tangga iSPP-tRTl

3. lzin Penyeienggaraan Air Minum isi Ulang

4. Izin Penyelenggaraan Rumah Makan dan
Restoran

e. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

1. Izin Panti Sehat

2. Surat Terdaftar Penyehat ?radisional

f. kin Usaha Mikro Obat Tra.disional

g.lzin Toko AIat Itesehatan

h.kin PerbekaJan Kesehatan Rumah1'angga

a" lMB
b.IUJK
c.lzin Reklame

tiin fempai rremaiiaman Umum

5" Sosial.



Sosial

10. Xomunitasi Oan
i_*_.-'*"_---

Izin Warung iniiinet
Informatika

Kcperasr usahf -' ;t. fi; U6"[iK"ee;a;i-b-irnra* rin3am
Kecil Dan Menengah rb. Izin usaha pembukaan Kantor iabang

, Koperasi
'-'1" ,- """* "-" "-..' ..- '.

, Keersipan r a. Izin Ferpustakaaa Desa
:b.Izin Tamar Bacaan Masyarakat
.c. Izin .Rumah Beia;ar
;a, lrin Usaha Perikanan
rb"Tanda Daftar Usaha perikana-n

16" . Pariwisata,
, Kebudayaan,
, Kepemudaan dan
;0lahraga

ia" Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

h ?enaga l{erja

Fertanahan
Lrngkungan Hidup
dan Kebersihan

Peihubungan

fi

,4. lzin 'l"eknis Lembaga Kem-;ahreraan Sosiai
r Asing
:tr. Tanda Daftar Lembaga Ke*ejahteraan Sosialrc. Isin Teknis Rehatriiitasi $osial pecandu

Penyalahguna dan Korban penyalahgunaan
Narkoba,

'a. lzirr dan Perrdaftaran Lembaga pelatihan Ker;a
b.Penerbitan Perparyansiirl IMTA Daiam Darrah
lzin Lokasi
a lzin Lingkungan

,b. Iain Pembuangan Limbah Cair {lplCi
:c. Izin Pengelolaan Sementara Limbah BJ {LBI)

: a. Izin Angkutan Orang dalam Trayek perdesaan
, dan Perkotaan
,b" Iain Usaha Angkutan Orang Dan Barang
'c. Izin Angkutan Tidak Daiam Tr:ayek
d, Iain Penyelenggaraan Dan pembangunan

Fasilitas Farkir.

r 1- Daya Tarik Wisata
', 2" Kawasan Pariwisata
i :. Jasa Transportasi Wisata| 4. Jasa Perjalaran Wisata
i 5, Jasa Makanan dan Minuman
: 6. Penyediaan Akomodasi
, 7. Penyelenggaran Kegiatan Hiburan Dan
r Rekreasi
; 8. Fenyelenggaraan Pertemuan. pe:jalanan
; Insentif, Konferensi dan pameran ,

I 9. Jasa Informasi Pariwisata l

r 10" Jasa Konsult*n Pariwisata
i I. Jasa Pramuwisata

, L?.It/isata Tirta; dan '

J3 SPA

I !.,lgi! Pq-rtqpgg kan H ibu ran
i1.Izin Usahi Xa.titutiuia --
:. a" Izin Usaha tsudidaya Hortikultura
. b. Tanda Daftar tsudidaya Hortikultura l

, c. lzin Usaha Perbenihan Hortikultum
I 1) Irin Usaha Predusen Benih Hortikultura
': 2l lzin Usaha Pengedar Benih l{ortikultura
; d" Tanda Daftsr Perbenihan Hortikultura
, lj Tanda Daftar Produsen Benih
I Hortikulfura
I ?l Tanda Daftar
i Hortikultura

Pengedar Benih

2- lzin Usaha..

I
:..
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15" , Perikanan
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Pertanian
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.8.
Felirnpahan idewenatrgar"l Penainan dan Non perizinan sebagaimana dimaksuc!pada a-vat r dirt*cuarikar-r terhadap perimpahan kewenangan Bupati kepadaCanrat atas Pela_vanan periainsn Dan Non perieinan;

Felimpahan liervenanga:l Perizinan dan Non periainan sebagairnana dirnaksu{!pacla a'at {li merip*ti penerbitan, penandatanganan dokumen. penorakanpermohonan, per:cabultan izin dan pemungutan relribusr

Pasal II
Peraturzur Bupati ini mulai berraku pada tanggatr diundangka,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Bupati ini dengan penempatannya daram Berita Daerah

pengundaagan peraturan
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal l,e j"J,'

TI KARO,

N BRAHMANA

2Q19

Diundangkan di Kabanjahe
Pada tanggal ll J$d; 2019

SEKRETARIS DAER

}iAfuIP

BE

KABUPATEN KARO,

N PURBA

DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2S19 NOMOR ?4


